
 

 
 

 
 

 

 
BUPATI KUDUS 

PROPINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 23 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG 

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA 
PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

 DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KUDUS, 
 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran 
pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, dan 

dalam rangka mengatur pengendalian pengeluaran 
anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Peraturan 

Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Batas Jumlah 
Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada 

Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018; 

     

  b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tetang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2018 
tentang  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, maka 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan 
pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai lagi 

sehingga perlu diubah; 
    

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati  
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan 
Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 

Anggaran 2018; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 
    
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
    

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

    

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

    
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

    

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

    
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

    

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005  tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

    

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

    
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

    

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

   
16. 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 4614); 
    
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
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  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

 
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

    

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

    

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 193); 
 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor  21 ); 
 

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2018 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor  8 ); 

 
  27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Kudus  Nomor 9 Tahun 2018 tentang  
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 

2018 Nomor  9); 
 

  28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten 

Kudus Tahun 2017 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus 

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2018 Nomor 13); 
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  29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Ua ng Persediaan 

pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Kabupaten Kudus; (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2018 Nomor 1); 

 
  30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 21); 

 
 

MEMUTUSKAN  : 
 
 

Menetapkan 
 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG 

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG 
PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 
ANGGARAN 2018. 

  Pasal I 

 
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti 

Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 

(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 1) diubah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
  Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

 

  

 
 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 25 Oktober 2018                        

 

 
 

 
 
 

 

 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 26 Oktober 2018              

 
 
 

 
 

 
            
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 23 
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